BAB II
URAIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN

A. Penentuan SPIP di DINSODALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, seluruh mentri/pimpinan lembaga, bupati, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Dalam kaitan pengendalian intern tersebut, Bupati purbalingga telah menerbitkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Resiko pada Perangkat Daerah, yang memuat acuan Pelaksanaan pengendalian Intern pada seluruh kegiatan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga. 
Sebagai langkah awal pengendalian intern,  DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga telah melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, melalui kegiatan evaluasi atas efektifitas pengendalian intern yang telah ada dan menemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada/terpasang serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik. Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut antara lain dibahas materi tentang:
1. Metode penilaian kondisi lingkungan pengendalian dan teknis penyusunan rencana penguatan lingkungan pengendalian dengan pendekatan Control Environment Evaluation;
2. Proses penilaian rsiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil resiko dan aktifitas yang diperlukan untuk mengendalian resiko pada kegiatan utama DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga.

Hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern. Rencana tindak pengendalian ini merupakan action plan  untuk menindaklanjuti hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD), yang terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu:
a. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian;
b. Rencana kegiatan pengendalian resiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

B. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Harapkan.
1. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik
Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur unsur pengendalian intern lainnya, sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektifitas pelaksanaan SPIP. Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum p[embangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk:
a. Tegaknya integritas dan nilai etika;

b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;

c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;

d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;

f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM;

g. Terwujudnya APIP yang berperan efektif; dan 

h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antara unit kerja terkait.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.
Berdasrkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan    DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, diperoleh gambaran sebagai berikut:
Tabel 2.1. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini
	No
	Sub Unsur
	Kondisi

	1
	Penegakan Integritas dan Nilai Etika
	Cukup Memadai

	2
	Komitmen terhadap Kompetensi
	Cukup Memadai

	3
	Kepemimpinan yang Kondusif
	Cukup Memadai

	4
	Struktur Organisasi
	Cukup Memadai

	5
	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
	Cukup Memadai

	6
	Kebijakan Pengembangan SDM
	Cukup Memadai

	7
	Peran APIP yang efektif
	Cukup Memadai

	8
	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah
	Cukup Memadai


3. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
Lingkungan Pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya prilaku dan tindakan yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya prilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas prilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi.

Hasil evaluasi atau kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan Control Environment Evaluation, menunjukan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera di perbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

	No
	Sub Unsur
	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian

	1
	Penegakan Integritas dan Nilai Etika
	

	2
	Komitmen terhadap Kompetensi
	Menguslkan penambahan SDM untuk melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi

	3
	Kepemimpinan yang Kondusif
	

	4
	Struktur Organisasi
	

	5
	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
	Menetapkan batasan kewenangan untuk verifikasi dan pengujian

	6
	Kebijakan Pengembangan SDM
	1. Menetapkan Kebijakan dan prosedur baru dalam pengelolaan SDM DINSOSDALDUKKBP3A, dan disosialisasikan kembali.
2. Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan(reward) Penerapannya sistem sesuai dengan ketentuan.

	7
	Peran APIP yang efektif
	

	8
	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
	


         
         Rincian rencana perbaikan yang dimaksud pada tabel di atas tertuang dalam lampiran 1.
C. Resiko dan kegiatan pengendalian.

1. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP di maksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan DINSOSDALDUKKBP3A dan meningkatkan tertib administrasi dokumen pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pada tahun 2019, rencana tindak pengendalian yang disusun DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga di prioritaskan untuk mencapai tujuan prioritas rencana tindak pengendalian yang disusun DINSOSDALDUKKBP3A tahun 2019, yaitu : 

1)  Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
2)  Terkendalianya laju pertumbuhan penduduk

3)  meningkatnya kesejahteraan keluarga

4) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Penilaian Resiko
Penilaian Resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Kegiatan penilaian reswiko dilakukan melalui proses identifikasi dan analisis resiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan managemen.

Untuk mendukung terselenggaranya proses penilaian rsiko, pada saat pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) telah di tetapkan besaran skala resiko dan pengendalian resiko sebagai berikut:

a. Pengukuran dimensi konsekuensi/dampak resiko dan kemungkinan kejadian resiko menggunakan 4 (empat) tingkatan, yaitu sebagai berikut:

· Dimensi Pengukuran Konsekuensi/Dampak Resiko.

	Rating
	Kategori
	Contoh Deskripsi

	4
	Luar Biasa
	Mengancam Organisasi Secara Keseluruhan

	3
	Besar
	Mengancam Sebagian Program

	2
	Rendah
	Mengancam Sebagian Kegiatan

	1
	Tidak Signifikan
	Mengganggu Administrasi


· Dimensi Pengukuran Kemungkinan Kejadian Resiko.

	Rating
	Kategori
	Contoh Deskripsi

	4
	Hampir Pasti Terjadi
	Terjadi Setiap Tahun

	3
	Kemungkinan Besar
	Terjadi 1 kali dalam 2 Tahun

	2
	Kemungkinan Kecil
	Terjadi 1 kali dalam 3 Tahun

	1
	Hampir Mustahil Terjadi
	Tidak terjadi lebih dari 3 Tahun


b.   Peringkat/ststus resiko ditentukan berdasarkan tingkat konsekuensi/dampak resiko dan kemungkinan terjadinya resiko, yaitu sebagai berikut:
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






c.   Tingkat keutamaan pengendalian resiko diklompokan kedalam 4 (empat) tahapan kategori, antara lain sebagai berikut;
Tabel 2.3. Tabel Tingkat keutamaan Pengendalian Resiko
	Posisi
	Level
	Deskripsi
	Tingkat Keutamaan

	9 < X ≤ 16
	4
	Ekstrim
	Segera Dikelola

	6 < X ≤ 9
	3
	Tinggi
	Diperlukan tindakan untuk mengelola resiko

	4 < X ≤ 16
	2
	Sedang
	Dikelola bila tersedia sumber daya

	X ≤ 4
	1
	Rendah
	Tidak diperlukan


Berdasrkan hasil penilaian atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat resiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Resiko – resiko yang dimaksud teridentifikasi melalui diskusi managemen sebagai berikut.

Resiko Pencapaian Tujuan 1:
1) Tidak tercapainya perbaikan taraf hidup masyarakat, sehingga masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Resiko Pencapaian Tujuan 2:
1) Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya angka kelahiran bayi.
2) Peserta KB aktif terjadi Drop Out dan TFR Naik. Peserta KB baru PPM tidak tercapai.
Resiko Pencapaian Tujuan 3:
1. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Kegiatan Pengendalian Terpasang
Sampai dengan saat ini, DINSOSDALDUKKBP3A telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif, namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi resiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang terpasang, antara lain sebagai berikut:

1) Fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam dan bencana sosial

2) Pembinaan, evaluasi,pengembangan cakupan dan kualitas kelompok BKS
3) Pemutahiran data

4) Monitoring dan Pembinaan yang telah dilaksanakan
5) KIE Program KB melalui mobil unit pelayanan KB,KIE program KB melalui media masa dan radio media elektronik lainnya.
6) Kriteria yang mendapatkan penghargaan manggala karya kencana
7) Penggerakan KKBPK di kampung KB
8) Rakor tim harapan. Pembantu Unit Pelayanan Terpadu tk Kecamatan. Pelatihan kader terhadap kasus kekerasan tk desa. Sosialisasi upaya pencegahan kekerasan berbasis sekolah.

9) Sosialisasi yang harus lebih ditingkatkan diberbagai lapisan
10) Rakor PUG dan PPRG. Pelatihan PPRG bagi perencana
11) Rapat penyusunan profil gander. Buku profil gander
12) Fasilitasi PKH
13) Pembinaan dan Pemberian bantuan PMKS
14) Pendataan PMKS
15) Fasilitasi RTLH dan KUBe
16) Fasilitasi jaminan sosial lanjut usia
17) Memaksimalkan Pembinaan Institusi
18) Pembinaan Kelompok prio utomo dan motifator KB Pria
19) Pembinaan Saka Kencana dan Lomba PLKB, PPKBD, Sub PPKBD Serta Kelompok Prio Utomo
20) Validasi dan Verifikasi data
21) Bulan bakti karang taruna
22) Fasilitasi LK3

23) Mengadaan pembinaan secara rutin  kepada PLKB dan Kader ditingkat lini lapangan tentang program KKBPK khususnya alat kontrasepsi
24) Pembinaan Program KB berbasis Masyarakat
25) Oprasional Balai Penyuluhan dan Distribusi Alokon (DAK non Fisik)
26) Sosialisasi dan Pengembangan Kemitraan
27) Pendidikan Kependudukan ( Sekolah Siaga Kependudukan
28) Pelaporan, Statistik, Analisa dan Evaluasi Program KKBPK
29) Penyusunan profil kependudukan
4. Kegiatan Pengendalian Yang masih dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan resiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada dan perlu ditingkatkan, dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan pada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab resiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila resiko benar-benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan pada rekokmendasi pihak auditor.
Kegiatan pengendalian yang masih perlu di bangun adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam dan bencana sosial
2) Sosialisasi yang lebih ditingkatkan diberbagai lapisan
3) Proses pendataan sesuai dengan tahapan
4) Peningkatan Anggaran
5) Peningkatan kualitas dan kuantitas KIE terhadap media lain untuk meningkatkan partisipasi keluarga/ IMP dalam program KKBPK
6) Peningkatan partisipasi dan keterlibatan dibidang KKBPK
7) Kegiatan penyelenghgaran rutin setiap tahun
8) Pembebasan biaya visum untuk korban kekerasan. Rumah aman bagi korban
9) Sosialisasi yang harus lebih ditingkatkan diberbagai lapisan
10) Kerja sama dan dukungan dari semua OPD terkait
11) Ketepatan waktu dan kelengkapan isian data pilah gender
12) Validasi dan verifikasi data penerima bantuan manfaat PKH
13) Peningkatan data BDT PPFM sesuai kriteria yang dibutuhkan
14) Penyajian Pendataan PMKS secara teratur
15) peningkatan koordinasi dan konsultasi untuk fasilitasi Pemugaran RTLH dan KUBe
16) Peningkatan fasilitasi jaminan sosial lanjut usia
17) Peningkatan sosialsasi dan koorinasi dengan mitra kerja
18) Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan prio utomo
19) Meningkatkan pembinaan dan koordinasi
20) Peningkatan dalam Verifikasi dan Validasi data BDT PPFM
21) Meningkatkan kreatif generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial.
22) Sosialisasi yang harus lebih ditingkatkan untuk mengembangkan jaringan kerja agar lebih luas
23) Mengadaan pembinaan secara rutin  kepada PLKB dan Kader ditingkat lini lapangan tentang program KKBPK khususnya alat kontrasepsi
24) Meningkatkan pembinaan Kader
25) Perencanaan harus sesuai dengan realisasi kegiatan
26) Sosialisasi yang harus lebih ditingkatkan untuk mengembangkan jaringan kerja agar lebih luas
27) Mengimplementasikan Pendididkan kependudukan di sekolah
28) ketepatan dalam pengumpulan sumber data
29) Menjalin koordinasi dan kerja sama dengan instansi yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan
D. INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Informasi dan Komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah Informasi dan Komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Adapun informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai RTP adalah sebagai berikut:

1. Surat Tugas dari Kepala DINSOSDALDUKKBP3A
2. Surat Undangan Rapat
3. Surat Undangan Rapat, Surat Tugas Monitoring dan Evaluasi
4. Surat Undangan Rapat Koordinasi.
Rincian rencana informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.
E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan evaluasi atas pengendalian intern, pada dasarnya ditunjukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi resiko, dan apakah tindak perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan Berkelanjutan adalah aktivitas monitoring kinerja pengendalian intern dilaksanakan secara menyatu dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang/unit kerja, baik dalam tahap input (perencanaan kegiatan), tahap proses pelaksanaan kegiatan, tahap output(hasil kegiatan) maupun tahap outcame (berfungsinya hasil kegiatan). Kriteria yang digunakan dalam proses pemantauan antara lain berupa kebijakan, pedoman, prosedur, juklak/juknis, RKA dan dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.
2. Evaluasi Terpisah

DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada kegiatan yang dilaksanakan DINSOSDALDUKKBP3A pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpadsang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Pengendalian

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor ekternal maupun internal setiap unit kerja melaksanakan tindak lanjutan.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalinggamemberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Unspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
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